BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Infaq
1. Pengertian Infaq

Infak diambil dari kata anfaga, yang memiliki arti mengeluarkan
sesuatu (harta) yang digunakan untuk kepentingan.’? Infak ialah
mengeluarkan harta atau benda yang dapat berupa zakat dan non zakat.
Dilihat dari hukumnya, terdapat infak yang dikategorikan wajib
diantaranya adalah zakat, kafarat atau kata lain denda yang diberikan
karena kesalahan yang diperbuat oleh seorang muslim ketika melakukan
kegiatan ibadah di musim haji, nadzar (Janji yang diucap seseorang untuk
melakukan sesuatu ketika orang tersebut dapat mencapai apa yang
menjadi tujuan yang diinginkannya). Selain itu ada juga Infak kategori
sunnah diantaranya; infak terhadap masyarakat fakir miskin beragama
muslim, infak untuk donasi bencana alam maupun kemanusiaan.

Secara terminologi, infak dapat diartikan dengan membelanjakan
sebagian harta maupun pendapatan atau pendapatan untuk bunga
menurut ajaran Islam.*® Infaq sangat berbeda dengan zakat, infaq dapat
dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam baik itu orang kaya
maupun orang yang berpenghasilan rendah, karena infag tidak memiliki
nisab.

Infak merupakan penarikan sukarela yang dilakukan seorang

muslim setiap kali mereka mencari nafkah, dengan sebanyak mereka

2 Nurlina T. Muhyiddin, dkk, Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional (Cet.1
Malang, Jawa Timur: Peneleh, Anggota IKAPI 2020), him.167.
3 Ibid. him 168.
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suka. Allah SWT memberikan kebebasan terhadap pemilik harta untuk
menentukan jumlah nominal yang akan mereka hibahkan.* Kata infak
memiliki arti memberi atau memberikan makanan (pemberian Allah
SWT) kepada orang lain dengan dasar ikhlas dan hanya karena Allah.
Sedangkan dalam pendapat ulama, Infak dipahami sebagai kegiatan
seseorang memberi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik itu
berupa makanan, minuman, maupun lain sebagianya. Ikhlas kepada Allah
SWT.»®

Selain itu infag dapat dimanfaatka untuk kepentingan dan
kemaslahatan perorangan maupun kelompok. Dalam padangan Islam
infaq tergolomg dalam ibadah yang sunnah, karena dalam infaq Kita
memberikan sebagian harta yang Kkita miliki untuk menolong
kemaslahatan masyarakat terutama umat Islam. Cara agar mencapai
kebahagian dunia maupun kebahagian akhirat seseorang dapat berinfaq

2. Dasar Hukum Infaq

a. Al-Qur’an

[

o Sl 5 150 B & Gl

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di
waktu lapang maupun sempit....” (QS.Ali Imran 134)*®

ol R G AR W BT G sa 0L alillg
}‘Z;,/% @ Lo L . //"/ /:v"//. /.a.ia/
\Jh_q.\ \.Aj i (/M” ‘L/)"‘j g.éL‘“Aj\} “EALI..)M} uf‘)ﬂy‘j

4 Ibid, him 167.

5 Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, ( Jakarta: Grasindo, 2006), him 6.

6 Umi Nasikhah, Peran Zakat, Infaq dan Shadagah Dalam Kehidupan, Jurnal Kajian Dakwah
dan Sosial Keagamaan (Vol. 6 No. 1, Februari 2021) him 63.
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LAl G pA G
Artinya: “Mereka bertanya mengenai apa yang mereka nafkahkan.
Jawablah: “dpa saja harta yang kamu nafkahkan hndaklah diberikan
kepads ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja
kebaikan yang kamu buat. Maka Sesesungguhnya Allah Maha

mengetahuinya.” (QS. Al-Bagarah : 215).%
b. Hadist

8 aliy adle 4 Jia (ol G aie ) 5 35006 S (R
2610 Gadal 8 Y 5 IRIR ) 4 el At a5 e
180E Kouas Jaf 2310 59 (55 ¢ GA Gl ez
Rasulullah SAW besabda : ada malaikat yang senantiasa berdo’a setiap
pagi dan sore : “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya.
Dan berkata yang lain :Ya Allah SWT jadikanlah orang yang menahan
infaq, kehancuran”.
3. Macam-macam Infaq
Dalam Al-Qur’an dan Hadits kata infaq sering digunakan dalam
beberapa hal, yang membuat secara hukum infaq dibagi menjadi empat,
yaitu :1°
a. Infag wajib, yang dimaksud infag wajib ialah mengeluarkan harta
untuk perkara yang wajib. Seperti :
1) Membayar zakat
Wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan hartannya untuk ber
zakat dan diberikan kepada golongan-golongan orang yang berhak

menerima zakat.

2) Membayar kifarat dan nadzar

17 1bid, 63.

8 Umi Nasikhah, Peran Zakat, Infaq dan Shadagah Dalam Kehidupan, Jurnal Kajian Dakwah
dan Sosial Keagamaan (Vol. 6 No. 1, Februari 2021) him 63.

19 1bid, 63.
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Kifarat atau nadzar merupakan ganti rugi yang wajib dlunasi oleh

seorang muslim karena melanggar suatu hukum Allah SWT. Besar

pembayaran tersebut tergantung pada jenis kesalahan yang diperbuat.
3) Membayat mahar (QS. Al-Mumtahanah: 10)
4) Menafkahi istri (QS. An-Nisa : 34)
5) Menafkahi istri yang di talak dan masih dalam keadaan iddah (QS. At-
Talaqg : 6-7)
b. Infag Mubah, ialah mengeluarkan harta untuk perkara mubah, seperti :
bercocok tanam, berdagang. Infaq seperti ini tidak akan memberikan
pahala namun juga si pemberi tidak akan mendapatkan dosa.
c. Infag Haram, ialah mengeluarkan harta untuk perkara yang
diharamkan oleh Allah SWT, seperti : memberikan infaq kepada masjid,
dengan tujuan agar si pemberi terlihat sebagai orang kaya. Padahal
berinfaq itu harus karena Allah bukan semata-mata agar mendapat pujian
dari orang lain. Dosa bagi orang-orang yang melakukan ini, karena
termasuk kedalam riya.
d. Infag Sunnah, ialah ketika mengeluarkan sebagian harta yang dimilki
sebagai niat untuk sadagah. Hal yang penting dalam infag ini adalah
memberikan manfaat bagi pemberi dan penerima, karena infaq ini
memberikan hikmah yang luar biasa.

4. Rukun dan Syarat Infaq
Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa selalu ada unsur-unsur yang

harus dipenuhi dalam suatu perbiatan hukum agar dikatakan sah

hukumnya. Begitupula dengan infag dapat dikatakan sah apabila
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rukunnya sudah terpenuhi. Adapun rukun-rukun infaq adalah sebagai

berikut :

a. Penginfaq

Dimaksud penginfaq disini adalah mereka yang memberi infaq,

untuk memberi infaq juga harus memenuhi bebrapa syarat, yakni:

1) Pemberi infag merupakan orang dewasa, baligh dan berakal bukan
termasuk anak kecil atau anak yang kurang kemampuannya

2) Tidak adanya paksaan dan sukarela dalam berinfaq, sebab infaq
merupakan akad yang mana penginfag harus memiliki keridhoan
dalam keabsahannya.

3) Bukan termasuk orang yang dibatasi karena suatu alasan

4) Pemberi infaq harus memiliki harta yang cukup unruk berinfaq atau
apa yang diinfagkan

b. Penerima Infaq
Pihak penerima juga harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Dewasa dan baligh, artinya pihak penerima setidaknya orang yang
sudah dewasa dan baligh, jadi ketika saat itu yang menerima infaq
masih kecil atau gila, maka harus walinya yang mengambil infaq
tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan baligh.

2) Harus ada wujudnya ketika di beri infaq

c. Sesuatu yang Di Infagkan
Sesuatu yang di infagkan juga memiliki beberapa syarat yang harus

ada seperti :
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1) Benar-benar ada wujudnya, maksudnya apa yang pihak pemberi
infagkan benar-benar ada wujudnya. Jadi missal ingin berinfaq dalam
bentuk uang berarti harus ada wujud uang tersebut.

2) Harta yang bernilai, maksudnya apa yang diberikan oleh pihak
pemberi merupakan harta yang bernilai.

3) Tidak memiliki hubungan dengan lokasi yang dimilik pihak
penginfaq, seperti menginfagkan sebuah pohon, bagunan tanpa tanah
ataupun tanaman. Karena yang di infagkan itu wajib dipisahkan dan
diserahakan kepada pihak penerima infaq, dimana nantinya akan
menjadi milik pihak penerima.

d) Ijab dan Qobul

ljab dan qobul menjadi bagian paling penting dalam rukun infaq,
karena infaq dapat dikatakan sah melalui ijab dan qobul itu sendiri,
bagaimanapun itu cara ijab gabulnya dalam memberikan uang tanpa
adanya kembalian. Contohnya pemberi infaq berkata : ini aku berikan
infag kepadamu, harta ini aku infagkan untukmu, atau yang serupa.
Sedangkan pihak penerima berkata : lya aku terima infag mu.

Imam Malik dan Asy-Syafi’l mengemukakan bahwa pentingnya
gabul pada infag. Untuk penganut Hanafi memiki pendapat bahwa
dengan ijab sudah cukup untuk salah dalam berinfag, dan ijab itulah yang
paling benar. Sedangkan bagi pengikut Hambali memiki pendapat infaq
dapat dikatakan sah hanya dengen pemberian yang menunjukkan

kepadanya.
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Keempat rukun diatas harus ada dalam proses penyaluran harta dan
infag dianggap sah jika harta yang diberikan sudah diterima dengan baik
oleh pihak penerima. Dan dari pihak pemberi tidak diperbolehkan
meminta kembali barang atau harta yang sudah di berikan kepada pihak
penerima.?

5. Hikmah dan Manfaat Infaq

Tentu ketika kita berinfaq pasti ada manfaat akan infagq yang kita
berikam tersebut, adapun manfaat infaq adalah sebagai berikut :2
a. Sebagai Sarana Pembersih Jiwa

Seperti yang kita ketahui zakat memiliki arti suci, maka apabila
Kita mau berzakat itu sebagai bentuk untuk membersihkan diri dari sifat
pelit, tamak, dan mensucikan harta yang dimilki dari hak-hak orang lain.
b. Untuk Membersihkan Harta

Infag dapat memberikan keuntungan yang luar biasa. Salah satu
manfaatnya yakni untuk membersihkan harta yang kita miliki. Kita
memang harus membagikan sedikit harta yang kita miliki kepada sesame
manusia yang membutuhkan. Dengan berinfaq nantinya keberkahan akan
harta kita kian bertambah banyak.

c. Sebagai Penyempurna Ibadah

QS. Al-Imran ayat 92 menjelaskan bahwa kebaikan atau ibadah

yang kamu kerjakan belum sempurnah jika kamu tidak bersedekah atau

berinfag. Dari sini sudah jelas bahwasannya infaq merupakan salah satu

20 Umi Nasikhah, Peran Zakat, Infaq dan Shadagah Dalam Kehidupan, Jurnal Kajian Dakwah
dan Sosial Keagamaan (Vol. 6 No. 1, Februari 2021) him 70

21 Ali Hasan, Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Dilndonesia),
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), him. 18-22.
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penyempurna ibadah. Jika ibadah yang menghubungkan kita dengan
Allah SWT adalah sholat, maka ibadah yang menghubungkan Kkita
dengan manusia lainnya adalah infaq.
d. Rasa Terima Kasih Kepada Allah SWT

Dengan berinfaq menandakan bahwa kita tidak lupa bersyukur atas
apa yang Allah berikat kepada kita, baik berupa nikmat atau harta.

6. Konsep Pengelolaan dan Pemanfaatan Infaq

a) Pemanfaatan Dana Infaq

Pemanfaatan adalah sebuah wupaya yang dilakukan untuk
memanfaatkan sesuatu. Kemaslahatan umat manusia menjadi prioritas
utama dalam pemberian pemanfaatan dana dan harus tetap dalam jalan
menuju Allah SWT. Sebagaimana yang sudah ada dalam Al-Qur’an,
bahwa untuk mencapai sirkulasi kekayaan dan harta, kita sebaiknya
menggunakan sebagian harta yang kita punyai untuk berinfaq kepada
orang-orang fakir dan miskin, mereka yang lebih membutuhkan di dalam
kehidupan agar nantinya tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat itu.
Ibnu taimiyah pernah berkata “dalam pembagian kepentingan yang lebih
berguna bagi umat muslimin hendaknya lebih didahulukan, seperti para
mujtahid. Mereka merupakan orang-orang yang berhak menerima harta
rampasan itu diperbolehkan melalui usaha mereka. termasuk
orangorang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim,
para ulama, pengurus baitulmal, imam masjid, para muazin dan

lainya”.??

22 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka AlKausar, 2003), him. 69.
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Melalui penggunaannya, pengembangan masyarakat dapat
dipromosikan atau meningkat dan perubahan sosial dapat dipengaruhi
secara positif. Perubahan sosial ini menjadi tujuan dan usaha dakwah
guna membuat dunia semakin maju dengan begitu kesejahteraan umat
dimasa yang akan datang sudah terjamin.

Hadis nabi shollallahu ‘alaihi wasallam riwayat Muslim, at-
Tirmizi, Ahmad, yang artinya: Aku (Usman bin ‘Affan) mendengar
Rosulullah  shollallahu “‘alaihi wasallam bersabda: Siapa saja yang
membangun masjid karena Allah, Allah akan membangun bangunan
serupa untuknya di surga.

Pemanfaatan dana infaq dapat dibedakan menjadi 2 vyaitu
pemanfaatan dana infaq terikat dan pemanfaatan dana infaq tidak terikat.
Pemanfaatan dana infaq terikat disini adalah pemanfaatan dana infaq
yang pemanfaatannya digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan si
penginfaq atau dana infagnya sudah ditentukan program atau
peruntukannya oleh takmir masjid tersebut seperti infag yang digunakan
untuk renovasi tempat wudhu’, berarti hasil dari infaq di masjid tersebut
harus digunakan untuk merenovasi tempat wudhu. Selanjutnya
pemanfaatan dana infaq yang tidak terikat adalah pemanfaatan dana infaq
yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja, atau tidak ditentukan
peruntukannya oleh takmir.

Umar bin khatab ra, mengklasifikasikan orang yang berhak

menerima harta infak kedalam empat kriteria yaitu diantara lain:
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B.

1) Orang-orang yang kehilangan mata pencarian yang menjadi tumpuhan
hidup mereka.

2) Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para
pejabat dan ulama, diamana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia
dan akhirat bagi kaum muslimin.

3) Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas
menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti
para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
4) Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan

Utang (Al-Qardh)

1. Definisi Qardh

Utang (al-gard) merupakan usaha meminjamkan barang atau uang
kepada sesama manusia, memiliki syarat si nantinya peminjam melunasi
pinjamannya. Menurut syar’i utang adalah memberikan harta kepada
orang lain yang dimana orang tersebut dapat memanfaatkan dan di
kembalikan sebesar uang tersebut dikemudian hari.?® Sedangkan menurut
bahasa utang (al-gard) adalah potongan. Contohnya seperti, “Aku ingin
meminjam uang sebesar sekian atau bisa juga meminjam perabotan,
hewan dan yang akan di kembalikan kepadamu dalam waktu tertentu”.
Orang yang di pinjamin pun memberikan pinjaman kepada orang yang

meminjam tersebut.?

23 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

him. 177.

24 1bid, 178.
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Wahbah al-Zuhaili mengartikan al-gard sebagai potongan, yang
dimaksud potongan disini adalah sebagian harta pihak yang memberikan
pinjaman, yang digunakan untuk meminjamkan kepada orang lain.

Kebanyakan ulama mendefinisikan gard dengan harta yang
diberikan atau dipinjamkan orang lain dengan dalih membantu seseorang
manusia, dengan catatan nantinya si peminjam harus mengembalikan apa
yang dipimjamnya dengan nilai atau jumlah yang sama.?® Dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 gard di
definisikan sebagai tagihan atau penyedia uang antara pihak peminjam
dengan lembaga keuangan syariah dimana mewajibkan pihak peminjam
untuk mengembalikan dengan cara melakukan pembayaran denganb
tunai maupun cicilan depada pihak lembaga dengan jangka waktu yang
sudah di tentukan.

Kesimpulan dari apa yang telah dijabarkan diatas, bahwa gard ialah
pinjaman modal ataupun uang yangmana uang tersebut diberikan kepada
pihak lainnya (pihak peminjam), nantinya modal ini bisa digunakan
untuk bisnis ataupun usahala lainnya. Pihak peminjam memiliki
kewajiban untuk mengembalikan semua yang ia pinjam dalam batas
waktu yang sudah di tentukan tanpa harus bergantung dengan untung
rugi bisnis yang sedang dijalankannya, karena hakikatnya gard itu tidak

dapat berbunga, dan prinsip daripada gard sendiri ialah tolong menolong.

2. Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur’an

25 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), him

168-169.
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Surat Al-Hadid ayat 11

HEN Hal algal Mmuﬁm\uéﬁgﬂmw

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia
akan memperoleh pahala yang banyak”.25

Alasan ayat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Allah menyuruh
kita untuk meminjamkan harta, yang berarti menggunakan harta kita di
jalan Allah. Sesuai dengan pinjam meminjam kepada Tuhan, kita sebagai
bagian dari masyarakat sipil juga harusnya saling tolong menolong
sesame manusia salah satunya dengan memberikan kredit pinjaman.

b. Hadist

Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah berkata,
ﬂ\;@hﬂ\;u;em uhe.uﬂ\m.c u.uUJ\ ane Was
esaem\:b:»;a@awm;umwwa@;ums
U daal Qb e o gl A &l Al ale
L oaa U Glsd e dlady Ao silly el ey d8alall
sdie 5 Jug Qi Y OB d8alall Ge Jial il 6
2R\ G V) (a,din Y (a yeiaill
“Aku melihat pada waktu malam di-isra’ kan, pada pintu surga tertulis:
sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan gardh delapan belas kali. Aku
bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ jibril

pun menjawab, ‘karena peminta, minta sesuatu dan ia punya, sedangkan
yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”

26 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

him. 178.

27 lbnu Majah, Kitab al-Sadagat, al-Maktabah al-Syamilah, Bab al-Qard no 2431, him 812.

27



Dari ayat hadits diatas, dapat kita simpulkan gardh ialah salah satu
kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT, bahkan Allah SWT akan
memberi gantinya bagi mereka yang mau meminjamkan hartanya. Dan
juga bagus jika peminjam melebihkan pembayaran uang yang
dipinjamnya tersebut asalkan hal ini tidak disepakati sebelumnya.

c. [jma’

Para ulama sependapat bahwa Al-Qardh dapat atau boleh
dilakukan. Akad ulama ini didasarkan pada fitrah manusia yang dimana
mereka hidup dengan berdampingan dan membutuhkan bantuan orang
lain. Tidak semua manusia mempunyai apa yang mereka butuhkan. Oleh
sebab itu, pinjammeminjam seperti menjadi bagian dari keberlangsungan
kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang benar-benar

memperhatikan segala kebutuhan umatnya.?

3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun gardh adalah sebagai berikut :2°

a. Pihak pemberi pinjaman (muqrid)
Pihak pemberi pinjaman dapat didefinisikan orang maupun badan
yang mengeluarkan sebagian hartanya guna memberikan pinjaman
kepada pihak peminjam. Orang yang memberi pinjaman harus orang
Ahliyat at-Tabarru’ atau layak bersosial, maksudnya memiliki
kapabilitas dalam menggunakan hartanya secara total, dan
meminjamkan hartanya tanpa ada pihak lain yang memaksanya

b. Yang mendapat barang atau yang meminjam (mugqtarid)

28 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

him. 178.

29 |bid, 178-179.
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Orang yang meminjam uang atau mendapatkan barang dari pihak
pemberi pinjaman disebut mugtarid. Pihak peminjam merupaka orang
yang Ahliyah mu’amalah, yang berarti harus baligh, berakal sehat, dan
secra syariat tidak di perkenankan mengatur hartanya sendiri.

c. Serah terima (ijab gobul)
Karena utang piutang adalah salah satu bentuk transaksi (akad), maka
ijab gobul sangat diperlukan untuk melancarkan proses akadnya dan
agar jelas. Ucapan serah terima ini harus dilakukan dengan jelas dan
dimengerti kedua belah pihak, agar nantinya tidak menimbulakan
kesalahpahaman.

d. Barang yang dipinjamkan (gardh)
Barang yang dipinjamkan disini bisa berupa barang ataupun uang
yang akan di pinjamkan. Barang yang dipinjamkan harus dapat di
akad salam agar barang dapat dianggap sah untuk dihutangkan.

4. Hukum-Hukum Qardh
Hukum utang piutang sendiri ialah mubah atau boleh, namun

dengan kondisi dan dalam keadaan tertentu hukum tersebut bisa saja

berubah, seperti:=°

a. Hukum berutang itu mubah (boleh), sedangkan hukum orang
memberikan hartanya untuk dihutangkan adalah sunnah, karena
termasuk tolong menolong.

b. Hukum berhutang bisa menjadi wajib dan hukum menghutangi bisa

dikatakan wajib ketika ia meminjam dalam keadaan yang benar benar

30 Ibid, 179-180.
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mendesak, seperti dalam keadaan kelaparan akhirnya ia berhutang
beras untuk bisa makan hari itu, meminjam uang untuk biaya berobat

dan lain-lain.

c. Hukum berhutang dapat dikatakan haram, hal ini terjadi karena dalam

berhutang tersebut melanggar aturan syariat. Contohnya berhutang

digunakan untuk berjudi, membeli minuman keras dan lainnya.

Al-Jazairi (2003: 545-546) mengatakan menganai beberapa hukum

pinjaman (al-gard) yakni sebagai berikut:

a.

Pinjaman (al-gardh) dikatakan dimiliki ketekia sudah diterima. Jadi
ketika peminjam sudah menerima pinjamannya, berarti itu menjadi
tanggungannya dan miliknya.

Pinjaman (al-qardh) dalam pengembaliannya boleh mepet sampai
batas waktu yang telah disepakati, akan tetapi jika dikembalikan
sebelum batas waktunya itu lebih baik, karena termasuk meringankan
si peminjam.

Ketika barang yang di pinjamkan itu masih utuh, maka saat
mengembalikannya juga harus dalam kondisi seperti awal meminjam.
Jika barang mengalami perubahan, bertambah maupun berkurang
maka bisa diganti menggunakan barang jenis lainnya. Apabila tidak
ada bisa di ganti dengan uang atau nominal seharga barang yang

dipinjam.

. Kreditur boleh memilih tempat pembayarkan di manapun asalkan

tidak membutuhkan biaya transfortasi, namun jika dinilai
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memberatkan debitur dalam pengembaliannya tidak harus ditempat
lain.

e. Kreditur tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman dengan
menambahkan nominal pinjamannya maupun meminta nominal yang
lebih tinggi dari nominal yang dipinjan atau sesuai perjanjian di awal.
Akan tetapi jika penambahan nominal ini terjadi atas keinginan dari
debitur, maka itu di perbolehkan.

5. Etika Dalam Berhutang
Berhutang adalah sebuah tindakan yang berusaha dihindari oleh
sebagian orang. Kecuali keadaannya memang sangat darurat atau ketika
dia sudah gak punya solusi lain selain meminjam uang kepada orang lain.

Namun, tentunya gak semua orang punya pemikiran yang sama seperti

ini.3! Berikut adalah etika dalam berhutang yang harus diketahui

a. Berhutang ketika memang dalam keadaan darurat atau sangat
membutuhkan.

b. Ketika Kkita berhutang, kita mempunya tanggung jawab untuk
melunasinya, ketika kita sudah mampu untuk melunasinya maka
segeralah melunasi, karena menunda nunda pembayaran adalah
perbuatan yang zalim.

C. Sosiologi Hukum Islam
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam
Sosiologi hukum Islam (sociology of Islamic law) adalah cabang

ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu

31 Arif Munandar Riswanto, Buku Pintar Islam, ( Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010) , 98.
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yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik
antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya. William Kornblum
mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari
masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat
yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin
mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan
dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejalah sosial, misal
gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejalah moral. Menurut Soerjono
Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan
yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan
mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor
social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).®2

Dengan demikian, hukum Islam (figh, syariah) tidak saja berfungsi
sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif.
la secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia
adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat
memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki
dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda.
Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam)
sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi
ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi

ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut

32 M. Taufan, Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan, (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), 11.
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sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari
pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi
ini bisa dikatakan bahwa ia adalah menifestasi dari proses adaptasi
fikiran-fikiran atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan Kkultural
masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti
bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak
bisadidhindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya
hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum Islam.

Ruang lingkup sosiologi hukum yang kedua adalah menjelaskan
pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial
terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu Max Weber
mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan
perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang
terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem
hukum yang bersangkutan.

Pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam
hukum Islam, yakni pada ‘urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan
salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu
adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum
kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan
sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa

keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya
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dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa
hukumhukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesame manusia
dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum
yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-
hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum
Islam. 3
Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang
yuridis (hukum Islam) terhadap-terhadap permasalahan-permasalahan
masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam
Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang
berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur’an dan hadist
dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
2. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam
Tingkah laku sosial adalah unsur penting yang terdapat pada
gagasan dasar sosiologi hukum islam. Karena selalu mendahulukan
mengenai apa yang terjadi, atau ilmu tentang realita. Sifat masyarakat
dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Terdapat
3 faktor yang mendasar pada pemahaman:
a. Karena adanya peristiwa luar yang diatur oleh hukum, peristiwa-
peristiwa yang menaji pengalaman sepemihmya merupakan realita.

Sementara itu, hukum Islam mengatakan bahwa ia ada karena

33 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 2003), him. 1
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tampilannya, sehingga apa yang dilihat dan dirasakan orang adalah
suatu keharusan untuk mengamalkan hukum Islam.

b. Masyarakat tidak memahami segala sesuatu yang terjadi dan
dilakukan. Maka pengertian segala sesuatu yang bersifat sosial
tersebut di atas merupakan realita yang sangat dekat dengan berbagai
pilihan. Interpretasi hukum atas tindakan manusia dan masyarakat
dimungkinkan dalam sains apa pun dengan netral.

c. Salah satu bentuk sintetik yang ada antara realita absolut dan realita
relatif adalah kompromi antara segala sesuatu yang terjadi dalam
masyarakat dengan pola pemahaman hukum.

Setiap orang yang terkait dengan orang lain terhubung dan bergantung
satu sama lain, ini adalah awal dari interaksi timbal balik yang
memunculkan realita sosial. Penggabungan sosial, perilaku kolektif, dan
stabilitas adalah hasil dari sistem sosial yang terbentuk melalui interaksi
timbal balik. Fakta yang rasional adalah bahwa agama Islam yang
menggunakan aturan hukum sebagai perantara atau sumber nilai dan
paradigma metafisika untuk menjangkau segala sesuatu yang bersifat
esoteris, memiliki akal, tingkah laku manusia, bahkan interaksi antar
manusia. Akibatnya, perilaku keagamaan adalah topik sosiologis yang
penting untuk diselidiki. Menurut sosiologi, fenomena sosial yang
merupakan gejala hukum Islam terdiri dari kombinasi interaksi
fungsional timbal balik.3*

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

34 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 2003), him. 21
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Tingkah laku sosial merupakan salah satu gagasan dasar sosiologi
hukum Islam. Karena selalu mengutamakan studi tentang apa yang
terjadi, sosiologi hukum adalah ilmu relatif tentang realita. Mentalitas
masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan apa pun. Mohammad
Atho’ Mudzar menegaskan bahwa memakai sosiologi untuk
melaksanakan pendekatan dalam kajian hukum islam, yang menjadi
tujuan utama didalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perbuatan
warga masyarakat baik itu sesama muslim atau antara muslim dan non
muslim yang masih dalam masalah-masalah hukum Islam.*® Menurut
Mohammad Atho’ Mudzhar dalam pendekatan sosiologi hukum Islam
dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:®
a. Pengaruh  hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan
masyarakat. Dalam hal ini studi Islam ingin mencoba memahami
seberapa jauh masyarakat berpegang teguh pada nilai agama ataupun
seberapa jauh perbuatan masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran
Islam atau agama. Tema ini mengingatkan kita pada Emile Durkheim
yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Berdasarkan ide
Durkheim, para sesiolog modern telah mengindentifikasi fungsi sosial
agama, yakni fungsi solidaritas sosial, fungsi membri makna hidup,
control sosial, perubahan sosial, dan fungsi memberikan makna hidup.

b. Pengaruh dalam perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap

pemikiran hukum Islam.

35 M. Atho’ Mudzar, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, ** dalam (ed) M. Amin
Abdullah,et.al., Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press,
2000), 245
%6 |bid. 246
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c. Suatu gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau yang
kurang mendukung dalam hukum Islam. Seperti halnya dalam
penghimpunan hakim, sarjana hukum Islam, ulama, dan sebagainya.

d. Pola interaksi masyarakat dalam seputar hukum Islam. Contohnya
bagaimana golongan keagamaan serta politik indonesia menanggapi
berbagai permasalahan hukum Islam.

e. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana
perbuatan masyarakat muslim merujuk agama Islam serta mengevaluasi
pola penyebaran agama dan seberapa jauh masyarakat menaati ajaran
Islam.

Penerapan pendekatan sosiologi di studi hukum Islam digunakan
untuk lebih memahami yang lebih baik mengenai suatu gejala-gejala
sosial dalam hukum Islam, yang dapat membantu memperdalam
pemahaman dalam hukum Islam doktrinal serta pada waktunya dapat
membantu dalam memahami suatu dinamika hukum islam. Sosiologi
hukum Islam dapat digunakan untuk menyelidiki hukum Islam dalam
setting ini. Urusan muamalah, yang meliputi seluruh kehidupan manusia,
diatur oleh hukum Islam. Tentunya hal ini memiliki latar belakang sosial
yang berbeda, sehingga teknis pelaksanaannya berbeda-beda antar
masyarakat. Berdasarkan pengetahuan ini, sosiologi hukum mungkin
diperlukan untuk menyelidiki realitas empiris tentang berbagai bentuk
aplikasi hukum Islam setelah menjadi norma sosial atau undang-undang

4. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat
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Pembahasan mengenai kekuatan hukum dalam memaksa maupun
mengatur masyarakat guna mematuhi hukum tersebut apakah dapat
efektif. Jika dilihat memalui tinjauannya yaitu berjalan secara hukum,
berlaku secara filisofis dan sosiologis. Membahas mengenai efektivitas
hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya :

a. Faktor Hukumannya Sendiri

Fungsi hukum adalah untuk keadila, kemanfaatan dan kepastian.
Di dalam praktik di lapangan, penyelenggaraan hukum sering terjadi
perbedaan antara keadilan dengan kepastiaan hukum. Keadilaan memiliki
sifat abstrak, seperti ketika hakim memutuskan perkara dengan
menerapkan undang-undnag saja ada kalanya tidak tercapai nilai keadilan
itu. Sedangkan kepastian hukum memiliki sifat yang konkret atau
memiliki wujud yang nyata. Hukum tidaklah hanya dilihat dari sudut
pandang hukum yang tertulis, ada kalanya banyak aturan dalam
masyarakat yang dimana aturan itu mampu mengatur kehidupan
bermasyarakat dan mengenai permasalah hukum, keadilan masih menjadi
prioritas yang utama.®’

Kesulitan dalam hukum akan muncul ketika tujuan hukum itu
sendiri hanyalah sekedar keadilan, karena keadilan sendiri memiliki sifat
yang obyektif, dan sangat bergantung pada sundut pandang masing-
masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

37 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) him. 51

38



Dalam faktor ini berisikan pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. Dalam faktor ini memiliki bagian bagian seperti
apparatus penegak hukum yang bisa memberikan keadilan kemanfaatan
dan juga kepastian hukum secara proporsional. Apparatus penegak
hukum meliputi institusi penegak hukum dan orang penegak hukum,
sedangkan aparat penegak hukum memiliki lingkup sempit seperti
kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan petugas sipir lembaga
permasyarakatan.®

Menurut Soerjono, hambatan yang dialami penegak hukum dalam
melaksanakan penegakan hukum dapat diatasi dengan beberapa cara
seperti: mempunyai sikap yang terbuka, peka kepada masalah yang ada,
selalu mempunyai informasi yang lengkap dan akurat, menghormati hak
dan kewajiban, memiliki pegangan yang kuat dalam hal pengambilan
keputusan.*®
c. Faktor Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Fasilitas memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Fasilitas
pendukung yang dimaksud mencakup tenanga manusia yang memiliki
terampil dan juga berpendidikan, ikut berorganisasi dengan baik,
memiliki peralatan yang lengkap, keuangan yang cukup dan lain
sebagainya. Kecepatan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara
yang ada pastinya harus diimbangi dengan fasilitas pendukung yang
memadahi, mustahil jadinya ketika berharap penegakkan hukum

mencapai tujuannya akan tetapi fasilitas masih kurang memadabhi.

38 |bid 54
39 1bid 69
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d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakkan hukum ialah untuk mencapai kedamaian yang
ada di dalam masyarakat. Hukum berasal dari masyarakat, yang artinya
masyarakat memiliki pandangan yang berbeda menganai hukum.
Disinilah dibutuhkan keserasian agar nantinya memiliki tujuan yang
sama. Hal tersebut bisa dilakukan dengan penerangan maupun
penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan selalu dievakuasi hasil-
hasilnya untuk dikembangkan selanjutnya, program seperti ini yang dapat
menetapkan hukum dalam kedudukan dan peranan yang semestinya.
e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudaayan menyangkut faktor kebudayaan spiritual atau
non material. Kebudayaan hukum pada hakikatnya berisi nilai-nilai dasar
pada hukum yang berlaku, hukum yang dianggap baik akan dianuti
sedangkan hukum yang dianggap buruk akan dihindari, keadaan seperti
ini yang harus segera diserasikan. Dengan begitu diharapkan adanya
timbal balik antara hukum positif di Indonesia dengan hukum adat dalam
masyarakat, nantinya ketika keserasian ini dapat diciptakan pastinya

hukum akan ditempatkan pada tempat yang semestinya.*!

40 satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 2980) him 87
41 A A A Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam
Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Jakarta: Sinar Harapan, 1988) him 78
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